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PENGANTAR PENULIS

Ahamdulillah, segala puji dan syukur penulis haturkan kepada
Allah Swr, karena dengan pertolongan dan petunjuk-Nya proses
penulisan buku ini dapat berjalan lancar dan dapat hadir di hadapan
pembaca. Sholawar dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi dan
Rasul Muhammad Saw yang telah memberikan bimbingan ke alam
pencerahan. Sebagai umat yang telah berada dalam alam pencerahan
tentu harus memiliki mngeungjawab dan komitmen yang kokoh untuk
menjadi manusia vang selalu bermanfaat dan berkarya bagi bangsa
dan negara.

Gagasan penulisan buku ini berawal dari penelitian penulis
mengenai Desain Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian
Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah, Penulisan ini bertujuan
memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembentukan badan
peradilan khusus yang harus sudah terbentuk maksimal pada tahun
2023, Hal ini dilatarbelakangi pentingnya badan peradilan khusus
sebagai lembaga yang menjamin tegaknya pilkada yang berintegritas
yang sesuai dengan kaidah-kaidah demokrasi. Pelaksanaan pilkada
harus dilakukan dengan sistem yang mendasarkan pada prinsip free
and fair melalui sistem yang baik dan integraif, antara lain: (1)
tersedianya kerangka hukum materiil maupun formil yang berlaku,
bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi penvyelenggara,
kontestan (pasangan calon), dan pemilih dalam menunaikan peran
dan fungsi masing-masing; (2) terselenggaranya seluruh kegiatan atau
tahapan yang terkait langsung dengan pelaksanaan pemilihan kepala
daerah yang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan; (3)
terintegrasinya proses penegakan hukum (electoral law enforcement)
terhadap aturanaruran pemilihan pilkada.

Keberadaan lembaga peradilan yang berwibawa juga menjadi

salah saru kunci sukses dalam pilkada, sebab sukses pemilu tidak hanya



diukur dari pelaksanaan pemunguran suara, melainkan juga
ditentukan dari bagaimana penyelesaian sengketa yang mengiringinya,
Dalam kaitan itu pranata peradilan yang ada sekarang dirasakan masih
memiliki keterbatasan dan belum memadai untuk mewujudkan
keadilan Pilkada. Terdapat loopholes (lubang) dalam mekanisme
electoval dispute vesolution (EDR) negara ini, sehingga untuk menambal
lubang tersebut diperlukan kajian ilmiah sebagai jawaban atas amanah
Pasal 157 ayat (1) Undang-undang No.10 Tahun 2016: “Perkara
perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan
khusus”.

Uraian komprehensif terkait permasalahan akeual Badan
Peradilan Khusus disusun dalam satu rangkaian tulisan yang tediri
atas enam bab, yaitu: Bab | membahas konsep Demokrasi, Pemilu
dan Negara Hukum. Konsepsi ini sebagai pijakan teoritis dalam
membangun sistem demokrasi yang mengarah pada pemerintahan
negara yang demokraris berdasarkan hukum maupun
penyelenggaraan negara hukum yang demokratis. Demokrasi dan
hukum ibarat dua sisi mata vang yang saling memberikan warna dalam
mengelola negara, tanpa keduanya mustahil sebuah negara akan
berdiri kokoh.

Bab Il membahas Politik Hukum Pilkada yang menjadi arah
kebijakan pilkada yang selalu mengalami pasang surut, hingga akhir
menentukan desain pilkada serentak di Indonesia. Bab [Il membahas
mengenai sengketa pilkada yang merupakan implikasi dari dmbulnya
permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan dan
hasil pilkada.

Bab IV membahas secara khusus mengenai Politik Hukum
Lembaga Penyelesai Sengketa Pilkada. Berkairan dengan kebijakan
lembaga penyelesai sengketa Pilkada, tidak dapat dipungkiri masih
mengalami pasang surut yang sangat dipengaruhi oleh politik
hukumnya. Pada awal penyelenggaraan pilkada, berdasarkan pada
ketentuan Pasal 106 Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, lembaga yang berwenang menyelesaikan
sengketa pilkada adalah Mahkamah Agung (MA). Penyelesaian
sengketa oleh MA (cq PT) ini tidak berlangsung lama, Putusan MK
No.072073/PUU-11/2004 relah memberikan pilihan hukum bagi
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pembentuk undang-undang untuk memasukkan pilkada menjadi
bagian rezim Pemilu yang kemudian ditindaklanjuti oleh pembentuk
undangundang dengan menerbitkan UU No. 22 Tahun 2007 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum yang menegaskan bahwa pilkada
sebagai rezim pemilu dengan nomenklatur ‘pemilukada’. Selanjutnya,
melalui ketentuan Pasal 236C UU No.12 tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Aras UL No.32 ahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan
kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh MA dialihkan kepada
MK. Ketentuan tersebut ditegaskan kembali melalui Pasal 29 huruf e
UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang
mengatur ketentuan bahwa MK memiliki “kewenangan lain yang
diberikan oleh undangundang” yang dalam penjelasannya disebuckan
bahwa “dalam ketentuan ini termasuk kewenangan memeriksa, dan
memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan”.

Kelembagaan penyelesaian sengketa hasil pilkada kembali
terguncang karena melalui Putusan No.97/PUU-X1/2013, MK
menyatakan kewenangannya dalam penyelesaian sengketa pilkada
adalah inkonstitusional. Putusan tersebur akhirnya ditindaklanjuri
oleh Pemerintah dengan penerbitan Perpu Nomor 1 Tahun 2014
yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor | Tahun 2015.
Undang-Undang ini mengembalikan kewenangan sengketa pilkada
kepada MA. Namun, belum sempat UU dilaksanakan, UU No.1/
2015 tersebut telzh diubah menjadi UL No 8 Tahun 2015 dan
diubah kedua kalinya dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 157
kedua UU terakhir menyatakan bahwa perkara perselisithan hasil
pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus dan
sebelum badan peradilan khusus tersebut terbentuk, kewenangan
penyelesaian sengkera pilkada diselesaikan oleh MK.

Selanjutnya Bab V dan Bab VI membahas secara komprehensif
mengenai desain badan peradilan khusus yang berwenang
menyelesaikan sengketa pilkada. Desain badan peradilan khusus yang
tentu harus memiliki rujukan konstitusional yang jelas. Fakea berbagai
jenis pengadilan khusus yang ada pada saat ini menunjukkan bahwa



pengadilan khusus, khususnya pada aspek independensi dan
konsistensi. Pengadilan khusus dibentuk hanya berdasarkan pada
desain yang standar.

Pasal 27 avar (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
menentukan bahwa “Pengadilan khusus hanya dapatr dibentuk dalam
salah saru lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah
Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257, Jika merujuk pada
strukrur peradilan yang ada, kita dapat mengkonsolidasikan semua
ide tentang lembaga peradilan yang bersifat khusus secara pasrti ke
dalam salah satu lingkungan peradilan yang ditentukan oleh UUD
1945 itu. Semua benrtuk dan jenis pengadilan khusus harus
dikembalikan hakikat keberadaannya dalam konteks lingkungan
peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, atau
peradilan militer.

Berkaitan dengan badan peradilan khusus sebagai lembaga yang
berfungsi menangani sengketa hasil pilkada tenru hanya dapar
dilakukan pada lingkup peradilan umum dan lingkup peradilan tata
usaha negara. Namun persoalannya adalah apakah akan dibentmuk
peradilan khusus (tersendiri) pada lingkup peradilan umum arau
peradilan rata usaha negara ataukah menyerahkan kompetensi
peradilan khusus sengketa hasil pilkada kepada lembaga yvangsudah
ada (misalnya PT arau PT TUN).

Secara konstitusional juga tidak tertutup kemungkinan untuk
dibentuknya badan peradilan khusus pada Bawaslu atau memberikan
kewenangan peradilan khusus kepada Bawaslu (Bawaslu RI maupun
Bawaslu Provinsi). Hal ini rentu dilatarbelakangi bahwa Bawaslu relah
memiliki kewenangan penyelesaian sengkera/ adjudikasi sengketa
pemilu dan Pilkada sebagaimana diatur dalam Pasal 9395 UU No.7
Tahun 2017 rentang Pemilihan Umum.

Pembahasan Bab [ - Bab VI merupakan bagian yang tak
terpisahkan, dan untuk memahami buku ini secara komprehensif
harus merunut dari pembahasan bab awal sampai akhir. Hal ini
diperlukan agar adanya pemahaman sistematis dan komprehensif
mengenai pertentangan norma hukum dalam pengujian undang-
undang.



Aras selesainya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih
dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada: Direktorat Riser dan
Pengabdian Masyarakar (DRPM) Direkrorat Jenderal Penguatan Riset
dan Pengembangan Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi yang telah menyediakan anggaran penelitian pada tahun 2017-
2018. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Dr. [r. Gunawan Budiyanto,
MP., Kepala LP3M UMY Dr. Gator Supangkat, MP., serta Dekan
Fakultas Hukum UMY Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum beserta
jajarannya untuk segala banmian dan dukungan yang diberikan kepada
penulis. Ungkapan terima kasih tak lupa disampaikan kepada Iwan
Satriawan, S.H., MCL., Ph.D aras kata pengantar buku ini, dan
kolega dosen HTN dan HAN aras inspirasi dan konrribusi pemikiran
yang diberikan selama penelitian dilakukan, dan pihak Llain yang
berkontribusi yvang tidak disebutkan satu persanu.

Terakhir, dengan selalu berharap semoga buku bermjuk “Politik
Hukum Pilkada dan Desain Badan Peradilan Khusus” ini dapat
bermanfaar bagi banyak pihak, khususnya peneliti, dosen, mahasiswa,
praktisi hukum, politisi serta masyarakar pada umumnya vang
memiliki minae di bidang kepemiluan.

Salam sukses selalu untuk semua.

Yogyakarta, 28 Oktober 2019

Nasrullah, S.H., S Ag., MCL
Tanto Lailam, S.H., LL.M.
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Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D
Peneliti Senior pada Pusar Kajian Konstitusi dan Pemerintahan
(PK2P)- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Indonesia

Nasrullah dan Tanto Lailam adalah dua pengajar di Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta vang fokus
melakukan riset tentang kepemiluan. Mereka konsisten mengkaji
masalah kepemiluan ini dan ke depan isu ini bisa menjadi bidang
yang menjadi “spesialis” mereka sebagai peneliti. Peneliti yang baik
adalah peneliti yang memiliki roadmap penelitian sehingga bisa
mengklaim “expertise” yang lebih spesifik. Buku ini merupakan hasil
penelitian kedua peneliti yang secara serius dilakukan selama 2 tahun
atas sponsor dari Kemenristekdikri RIL

Buku ini secam spesifik mengkaji tentang politik hukum Pemilu
Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia yang dikaitkan dengan
permasalahan penyelesaian sengketa pilkada. Banyaknya
kecenderungan sengketa Pilkada di Indonesia telah membuat
tantangan tersendirt bagi penvelenggara Pilkada mulai dari KPUD,
Bawaslu, DKPP, kepolisian dan kejaksaaan. Banyak pihak mengklaim
bahwa penyelesaian sengketa Pilkada selama ini tidak efekeif. Apalagi
jika dikaitkan dengan penyelesaian sengkera Pilkada rerkair hasil
Pilkada yang harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi RI yang
berdomisili di Jakarta. Membawa sengketa Pilkada dari Sabang sampai
Merauke ke Jakarta tentu ridak mudah bagi para pihak yang berasal
dari daerah yang jauh dari pulau Jawa.

Orang daerah yang jauh dari Jakarta memerlukan biaya
sengketa yang mahal karena harus darang ke Jakarta dengan
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rombongannya. Jadi, model penyelesaian sengkem Pilkada yang
bersifat “centralized model” di Jakarta merupakan hal yang tidak
dibayangkan sebelumnya terkait “access to court™ dan “access 1o justice”
bagi orang-orang di daerah yang jauh dari Jakarta. Begitu juga dengan
ketersediaan hakim Mahkamah Konstitusi yang jumlah hanya 9 orang
ridak didisain dari awal akan berwenang menyelesaikan sengketa
Pilkada.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah pemikiran baru yang bisa
menjawab permasalahan ridak efektifnya penyelesaian sengketa
Pilkada yang bersifat sentralistik di Jakarta. Kedua penulis mencoba
memetakan permasalahan-permasalahan pelaksanaan penyelesaian
Pitkada selama ini dan mencoba merumuskan sebuah model
penyelesaian sengkera melalui sebuah “Badan Peradilan Khusus".
Tentu menarik membaca dan mengkritisi paparan tentang model
penvelesaian sengketa melalui peradilan khusus ini. Apa dan
bagaimanakah sebenarnya konsep dan mekanisme penyelesaian
sengkera Pilkada melalui badan peradilan khusus yang ditawarkan
oleh kedua penulis?

Kedua penulis pantas diberi apresiasi dan ucapan selamart
dengan terbitnya buku ini. Buku ini diharapkan memperkaya
khazanah pemikiran dalam diskursus penyelesaian sengketa Pilkada
dan penyusunan konsep peradilan khusus Pilkada yang akan disusun
oleh Dewan Perwakilan Rakyar dan Presiden ke depannya.

Yogyakarta, 28 Okrober 2019



DAFTAR ISI

Sampul
ldentitas Buku

Pengantar Penulis
Pengantar Pakar
Dafrar Isi

vi

v

Bab I: Demokrasi, Pemilu dan Negara Hukum
Demokrasi & Pemilu 1
Negara Hukum 12
Relasi Demokrasi dan Negara Hukum

23

Bab 1I: Politik Hukum Pemilihan Kepala Daerah
Politik Hukum Pilkada 31
Pilkada: Rezim Pemerintahan Daerah atau Pemilu?
Pengaturan Pilkada setelah Reformasi 42
Lembaga Penyelenggara Pilkada

37

47

Bab I11: Sengketa Pemilihan Kepala Daerah
Sengkera Pilkada 62

Bab IV: Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Pilkada
Mahkamah Agung 87
Mahkamah Konstitusi
Badan Peradilan Khusus

99
116

Bab V: Badan Peradilan Khusus di Indonesia & Negara Lain
Badan Peradilan Khusus Menurur UUD 1945 119
Badan Peradilan Khusus di Negara Lain

131




Politie Hubcums TiLe0dn § Besain Badpa Faradilan Khuows

Bab VI: Desain Badan Peradilan Khusus Dalam Penvelesaian
Sengketa Hasil Pilkada
Desain Kelembagaan Badan Peradilan dalam Sengketa
Hasil Pilkada 139
Badan Peradilan Khusus Pilkada dalam lingkup
Mahkamah Agung 145
Quasi Peradilan 157
Hakim Badan Peradilan Khusus
Hukum Acara Badan Peradilan Khusus
Daftar Pustaka 172
Biodata Penulis 177

163

167




AL Mg uwe TUlRRan § i Raona POadlinn Kpusius E

BABI
KONSEPSI DEMOKRASI, PEMILU
& NEGARA HUKUM

A. Demokrasi & Pemilu

Demokrasi telah menjadi arus besar yang melanda dunia, sehingga
kini dianggap sebagai sistem yang paling populer dan dianggap rerbaik
dalam mengarur hubungan antara rakyat dengan penguasa.' Abraham
Lincoln menyebutkan bahwa demokrasi merupakan suatu
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyar, dan untuk rakyat. Demokrasi
merupakan dasar hidup bernegara yang menempatkan rakyat dalam
pasisi berkuasa (government ruled by people) sehingga pada tingkar
terakhir rakyat memberikan ketentuan mengenai kehidupannya,
rermasuk dalam menilai kebijaksanaan negara menentukan kehidupan
rakyat. Demokrasi dapat dijustifikasikan sebagai government of, by, and
for people.

Henry B. Mayo dalam buku Intoduction to Democratic Theory
memberi defenisi: “sistem politik yang demokratis adalah dimana
kebijaksanaan umum ditentukan oleh dasar mayoritas oleh wakibwakil
vang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan
berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan
diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik”.
Demokrasi tidak hanya suatu sistem pemerintahan, tetapi juga suatu
gava hidup serta tata masyarakat tertentu, yang karena itu juga
mengandung unsuramsur moral.”

' Fitra Arsil, dalam “Mencegah Pemiliban Umum Menjudi Alat Penguasa”,
Jumal Legislaxi Indonesia Vol, 9 No. 4 Desember 2012, hlm.563

f Miriam Budiardjo, 2010, Dasardasar lmu Politik, Gramedia Pustaka
Utrama, Jakarta, him. 117



BABII
POLITIK HUKUM PEMILIHAN
KEPALA DAERAH

A. Politik Hukum Pilkada

Politik Hukum (rechespolitiek) merupakan suaru pilar dalam
membangun negara hukum yang demokratis dan konstitusional,
rermasuk di dalamnya bagaimana pengaturan kepemiluan kedepan
dan lembaga yang menyelesaikan sengketanya. Pengertian politik
hukum sangat beragam, hal ini dikarenakan belum adanya kesatuan
pandangan para ahli hukum mengenai politik hukum itu sendiri.
Secara substansial adanya kesamaan yang memandang politik hukum
merupakan kajian ilmu hukum, namun beberapa pakar hukum seperti
Sri Soemantri Martosoewignyo yang memiliki pandangan bahwa
politik hukum merupakan bagian dari hukum tata negara. Membuar
defenisi tentang politik hukum sama ridak sederhananya dengan
membuat defenisi tentang “hukum™ ataupun “sistem hukum”, artinya
defenisi politik hukum agak sulit dirumuskan dalam rangkaian yang
dapat memberikan pengertian yang utuh tentang apa yang sebenarmya
didefinisikan.

Secara etrimologis politik hukum merupakan terjemahan dari
istilah Belanda rechespolitiek, yang merupakan bentukan dua kata kata
recht dan politick.®* Pandangan lain menyebutkan bahwa politik hukum
berasal dari terjemahan legal policy atau politics of law. Padmo Wahjono
memiliki pandangan bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar
yvang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan

“ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, Dasardasar Polick Hakaomn,
Raja Grafindo Persada, Jakarra, hlm.19



BABIII
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH

A. Sengketa Pilkada

Kata sengketa pemilu/ pilkada apabila dilihat secara etimologis
dapat dilihat dari istilah sengketa (dispute), sengketa dapat dipahami
sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat,
pertengkaran, perbantahan, pertikaian/ perselisihan/ perkara di dalam
pengadilan. Artinya bahwa sengketa pemilu/ pilkada adalah sesuatu
sengketa yang muncul dalam prases penyelenggarmannya arau sengketa
tersebut merupakan implikasi dari timbulnya permasalahan-
permasalahan yang timbul dalam pemilu/ pilkada. Hasil penelitian
Instituete for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mendefinisikan
electoral disprete yairu “any complaint, challenge, claim or contest relating
tor any stage of electoral process.”

Dari pengertian diatas, cakupan electoral dispute pada dasarnya
memang luas dan meliputi semua tahapan pilkada vang memengaruhi
kualitas dari pelaksanaan pilkada tersebur secara signifikan.
Permasalahan yang dipersengketakan dalam pilkada di Indonesia
diantaranya meliput (1) pelanggaran pidana dan administrasi pilkada;
dan (2) perselisihan hasil perolehan suara. Menurut Topo Santoso
bahwa apa yang disebur sengketa dalam penyelenggaraan pilkada
sesungeuhnya merupakan kasus pelanggaran administrasi atau kasus
ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara.®

*Topo Santezo, makalah berjudul “Perselisthan Hasil Pemilukada”
disampaikan pada acara Diskust Terbaras di Mahkamah Konstitusi pada
tangpal 24 Marer 2011 di Jakarra.
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BAB IV
POLITIK HUKUM LEMBAGA PENYELESAI
SENGKETA PILKADA

Sukses pilkada ridak hanya diukur dari pelaksanaan
pemungutan suara, melainkan juga ditentukan dari bagaimana
penyelesaian sengketa yang mengiringinya. Sehingea untuk menjamin
terwujudnya pemilihan kepala daerah secara langsung yang benar-
benar sesuai dengan kaidah demokrasi, pelaksanaannya harus
dilakukan dengan sistem yang mendasarkan pada prinsif free and fair
melalui sistem yany baik dan inregrarif, antara lain: (1) tersedianya
kerangka hukum materiil maupun formil yang berlaku, bersifat
mengikat dan menjadi pedoman bagi penyelenggara, kontestan
(pasangan calon), dan pemilih dalam menunaikan peran dan fungsi
masing-masing, (2) terselenggaranya seluruh kegiatan atau tahapan
yang terkait langsung dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah
yvang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan, (3)
terintegrasinya proses pencgakan hukum (eleceoral law enforcement)
rerhadap arturan-armiran pemilihan kepala daerah rersebur sesuai
dengan tahapannya pada masing-masing tingkatan, baik yang
menyangkur persoalan adminiscracif, pidana, etika, dan juga
perselisthan hasil.™

Dalam pandangan Hamdan Zoelva, pelaksanaan pilkada harus
dilakukan dengan sistem yang baik, yaitu adanya bagian-bagian yang
merupakan sistem sekunder (sichsystems) seperti electoral regulation,
electoral process, dan electoral law enforcement. Electoval regrelation adalah
segala ketentuan arau aturan mengenai Pemilu yang berlaku, bersifat

= Hamcdan Zoelva, “Kata Pengantar” dalam Heru Widodo, Hukum Acara
Perselisthan Hasil Pilkada Serentak, Jakarta, Sinar Grafika, him. vai
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BABV
BADAN PERADILAN KHUSUS DI INDONESIA
DAN NEGARA LAIN

A. Badan Peradilan Khusus Menurue UUTD 1945

Desain kekuasaan kehakiman di Indonesia saar ini mengalami
bifurkasi, pemahaman bifurkasi lebih dimaknai bahwa puncak
kekuasaan kehakiman berada di dua lembaga negara, Mahkamah
Agung (MA) dan Mahkamah Konsrtitusi (MK). Kelembagaan
keduanyas memiliki esensi filosofis, yuridis dan sosiologis dengan
fungsi, tugas dan kewenangan yang berbeda. MA diletakkan sebagai
lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman dalam masalah-
masalah umum atau mengadili pada ringkar kasasi, ditambah dengan
kewenangan melakukan pengujian peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Sedangkan MK merupakan peradilan ketatanegaraan yang lahir
dari rahim reformasi dan perjuangan menuntut demokrast, memiliki
kewenangan untuk melakukan pengujian undang- undang rerhadap
UUD, memeriksa dan memutus sengketa lembaga negara yvang
kewenangannya diberikan UUD, memurus dakwaan impeachment
Presiden dan/atau Wakil Presiden, memutus pembubaran partai
politk, dan memurus sengkera hasil pemilihan umum.

Dualisme kekuasaan kehakiman ini berimplikasi terhadap lembaga
penvelesaian sengketa, termasuk sengketa hasil pilkada. Kondisi ini
ditambah dengan adanya ketentuan konstitusi (LUIUD 1945) yang
tidak komprehensif, dan beberapa pasal saling ridak senada. Pasal 18

Y Moh - Mahtud MD, 2009, Konstitausi dan Hukum dalam Kenmroversd Isu,
Rajawali Pers, Jakarta, hlm.268



BAB V1
DESAIN BA DA RADILAN KHUSUS
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

HASIL PILKADA

A. Desain Kelembagaan Badan Peradilan dalam Sengketa
Hasil Pilkada

Desain badan peradilan khusus yang berwenang menyelesaikan
sengketa hasil pilkada tentu harus memiliki rujukan konsticusional
vang jelas. Memperhatikan berbagai jenis pengadilan khusus yang
ada pada saat ini menunjukkan bahwa belum ada desain kebijakan
hukum yang ajeg dalam pembentukan pengadilan khusus, khususnya
pada aspek independensi dan konsistensi. Pengadilan khusus
dibentuk hanya berdasarkan pada desain yang standar.

Hal itu terjadi, disamping karena tidak ada desain konstitusional
yvang derail baik dalam konsritusi maupun undangundang mengenai
bentuk dan isi pengadilan khusus, juga karena ada kelatahan untuk
membennuik suaru peradilan khusus jika ditemukan masalah-masalah
khusus yang harus diselesaikan secara khusus pada saar pembentukan
undang-undang rertentu. Jika merujuk Pasal 157 ayar (1) Undang-
undang No.10 Tahun 2016, badan peradilan khusus tersebut
dibentuk untuk mengeantikan kewenangan MK dalam penyelesaian
sengketa hasil Pilkada. Namun politik hukum pembentukan badan
peradilan khusus yang menangani sengkera pilkada ini masih bias
dan membutuhkan kajian komprehensif, sebab jangan sampai badan
peradilan khusus yang akan dibentuk justru akan menjadi malapetaka
demaokrasi lokal.

Badan peradilan khusus harus memiliki desain ideal dan
menjadi tolok ukur demokrasi lokal, selain itu desain badan peradilan
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POLITIK HUKUM PILKADA &
DESAIN BADAN PERADILAN KHUSUS

Pembentukan Badan Peradilan Khusus yang diamanatkan oleh UU
No.8 Tahun 2015 juncto UU No, 10 Tahun 2016 yang akan berwenang
dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Repala Daerah merupakan
muara dari pasang surut dan problematika lembaga penyelesai sengketa
hasil pilkada, dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Ronstitusi, kemudian
diberikan kembali ke Mahkamah Agung. Ketidaksiapan Mahkamah
\gung untuk kembali menjadi institusi penyelesai sengketa hasil pilkada,
menyebabkan pembentuk undang-undang melemparkan kembali
kewenangan penyelesaian sengketa hasil pilkada tersebut ke pangkuan
Mahkamah Konstitusi secara transisional, sampai dengan Badan
Peradilan Khusus terbentuk. Sayangnya, perintah pembentukan badan
peradilan khusus yang sudah harus terbentuk sebelum pelaksanaan
Pemilihan serentak nasional pada 2024, tidak disertai kejelasan wujud,
tempat kedudukan, komposisi hakim, hingga hukum acara yang
digunakannya
Untuk itu, berbagai alternatif gagasan tentang desain badan
peradilan khusus perlu ditawarkan untuk membuka ruang diskusi guna
mendapatkan desain ideal lembaga penyelesai sengketa hasil pilkada ke
depan. Buku yang ada di tangan pembaca ini diharapkan dapat membuka
dan meramaikan wacana pencarian desain ideal badan peradilan khusus
penyelesaian sengketa hasil pilkada. Buku i terdiri atas enam bab; yaitw:
Bab I membahas konsep Demokrasi, Pemilu dan Negara Hukum. Bab 1
memaparkan Politik Hukum Pilkada yang menjadi arah kebijakan pilkada
yang juga mengalami pasang surut, hingga akhirnya menentukan desain
pilkada serentak. Bab 11 menyajikan sengketa pilkada yang merupakan
implikasi dari timbulnya permasalahan-permasalahan dalam
penyelenggaraan dan hasil pilkada. Bab IV menguraikan secara khusus
Politik Hukum Lembaga Penyelesai Sengketa Pilkada. Selanjutnya Bab V

dan Bab VI membahas secara komprehensit mengenai desain badan

peradilan khusus yang berwenang menyelesaikan sengketa pilkada.

Semoga Bermantaat
Salam Indonesia Berkemajuan!

ITEN TE-23-23 0377 Q

ARV

786232 " 360297




